LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR §/Pivii . 03/2013
TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENY ELESAIAN KEBERATAN

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
FORMAT SURAT KEBERATAN:
NOMIOF & evvevvereeeseeeeeeeeeeseereeeeren) (1) e, (2)
Lampiram @ .oooovvvvienniinnirieineeineaeninnns, (3)
- Hal : Pengajuan Keberatan
Yth. Direktur Jenderal Pajak |
u.b. Kepala KPP ................... SUUTTTS {4) .

------------------------------------------------------------

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama PSP DRI (5)
NPWP . [T (6)
Jabatan e, (7)
Alamat P PSP s (8)
Nomor Telepon @ i 9)

indak selaku :-
Bertl‘n ak selaku DWajib Pajals

D Wakil [:I Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama . (10)
NPWP ... e (11)
Alamat ... e (12)

bersama ini mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak (skp)/pemotongan
atau pemungutan oleh pihak ketiga *):

Jenis surat R, S PP (13)

Nomor dan tanggal = .......ccociviiiiiiiiiiinn, S {14)

Jenis Pajak O SRR (15)

Masa/Tahun Pajak ... (16)

Alasan pengajuan keberatan (17):

RS e o T4 1 - R OO U SRRSO SRR OUSSPUORUITI
Alasan keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak ......cccooevviiiiinieieniionnn,

2. Sengketa ............... T OO U U RN PUURURREPPUUPUUSRRURN
Alasan keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak ................co. ST

N F TSP dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka:
a. Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak/pemotongan atau

PEMUNZUTAII™}) SEDESAT (.o e (18)
b. Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak
ST oY o= PP (19)
c. Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan sebesar: ....... OO (20)

O.



MENTER! KEUANGAN
REPUBLzlzK INDONESIA

d. Jumlah yang telah dilunasi sebesar ............ e (21) tanggal .....cccoviiiinnnnls (22)
padabank/pos persepsi .....oocevivvennnnen (23) dengan NTPN ..........cooveinnnn, (24)

Lampiran: (25)

- No. Jenis Dokumen set/lembar

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

Keterangan: :

1. Beritanda X pada D yang sesuai.

2. *) Diisi salah satu yang sesuai.

3. **) Diisi salah satu yang' sesuai dan dalam hal surat pengajuan keberatan
ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.



Nomuor (1)

Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11}

Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15}

“MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEBERATAN
Diisi dengan nomor Surat Keberatan sesuai dengan administrasi
Wajib Pajak. '
Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Keberatan dibuat.

Diisi’ dengan jumlah lampiran yang  disertakan dalam Surat

" Keberatan. -

Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat
Wajib Pajak terdaftar.

-Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani

Surat Keberatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa
yang menandatangani Surat Keberatan. :

Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani Surat
Keberatan dan dalam hal keberatan diajukan oleh Wajib Pajak
Orang Pribadi Nomor (7) ini tidak perlu diisi.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang
menandatangani Surat Keberatan.

: Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang

menandatangani Surat Keberatan.

. Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani Sursit

Keberatan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal
Surat Keberatan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor
(10) ini tidak perlu diisi. :

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak apabila yang menandatangani
Surat Keberatan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam
hal Surat Keberatan digjukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
Nomor (11) ini tidak perlu diisi.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani
Surat Keberatan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalami
hal Surat Keberatan digjukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
Nomor (12) ini tidak perlu diisi.

Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau jenis buktl potong
vang diajukan keberatan.

Diisi dengan nomor dan tanggal surat ketetapan pajak atau bukti
potong yang diajukan keberatan.

Diisi jenis pajak.
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Nomor (16} : Diisi Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Nomor (17) : Diisi dengan jelas alasan keberatan untuk masing-masing koreksi
yang digjukan keberatan.

Nomor (18) : Diisi dengan jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan
pajak.

Nomor {19} : Diisi dengan jumlah pajak yang terutang menurut perhitfungan
Wajib Pajak pada saat pengajuan keberatan.

Nomor (20) : Diisi dengan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan
Wajib Pajak yang disetujui pada waktu pembahasan akhir
pemeriksaan.

-

Nomor (21) : Diisi dengan jumlah pelunasan ketetapan pajak oleh Wajib Pgjak
dan dalam hal dibayar lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-
masing jumlah pelunasan.

Nomor (22) : Diisi dengan tanggal pelunasan ketetapan pajak oleh Wajib Pajak
dan dalam hal dibayar lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-
masing tanggal pelunasan.

Nomor (23) : Diisi dengan nama bank tempat pelunasan ketetapan pajalk oleh
Wajib Pajak dan dalam hal dibayar lebih dari 1 (satu] kali
dicantumkan masing-masing tempat pelunasan.

Nomor (24) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai
dalam SSP pelunasan ketetapan pajak oleh Wajib Pajak dan dalam
hal dibayar lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-masing
NTPN.

Nomor (25} : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing
jenis dokumen.

Nomor (26) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRO UMUM

ttd.
W\\
TAN

b,

'fI MENTERIAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO

BIRO UMy } }
GIARFO \oe /.
42019840:7 10

a-‘

SRTme



LAMPIRAN I1

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLLK INDONESIA
NOMOR  9/PMILO3/2013
TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN SURAT KEBERATAN TIDAK MEMENUHI
PERSYARATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................... (1}
NOMOTI & S-eiriiiiiiineee e (2] (3)
Sifat L et eetreataeta e raaaaanaas (4)
Hal : Pemberitahuan Surat Keberatan
yang Tidak Memenuhi Persyaratan

D4 1 ¢ PO
...................................... (S}

Sehubungan dengan surat yang Saudara sampaikan nomor ................. (6)
tanggal ...l (7) hal Pengajuan Keberatan atas ..................... (8} nomor
.................... (9) tanggal ........cc..........(10) yang kami terima pada tanggal

............ (11), dengan ini disampaikan bahwa.

1. Berdasarkan penelitian kami, surat yang Saudara sampaikan tersebut tidak
memenuhi ketentuan........cooooiivil, (12).

2. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP, surat yang Saudara
sampaikan tersebut bukan merupakan Surat Keberatan sehingga tidak dapat
dipertimbangkan.

3. Pemberitahuan ini bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan sehingga
sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP jo. Pasal 8
ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/ tentang Tata
Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, atas pemberitahuan ini tidak
dapat diajukan banding ke badan peradilan pajak.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.........................................

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN SURAT KEBERATAN

Nomor (7}
Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10) :

Nomor (11) :

Nomor (12) :

Nomor (13) :
Nomor (14) :

TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan sifat surat.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajalk.
Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis dan  masa/tahun  ketetapan  atau
pemotongan/pemungutan pajak, seperti Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari 2008, Surat
Ketetatapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan
Badan Tahun 2008.

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajalk/bukti pemotongan atau
bulcti pemungutan.

Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak/bukti pemotongan atau
bukti pemungutan.

Diisi dengan tanggal diterimanya Surat Keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan yang menjadi alasan tidak dipenuhinya
persyaratan dalam pengajuan Surat Keberatan oleh Wajib Pajak,
yaitu ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat
(3a), dan/atau Pasal 32 Undang-Undang KUP, dan/atau Pasal 29
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat.
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Keterangan:

Surat Pemberitahuan tersebut dibuat/dicetak dalam 2 (dua) rangkap, dengan
peruntukan sebagai berikut:

a. Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajalk

b. Lembar ke-2 : untuk Arsip

Salinan scsuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BIRO UMUM
W ttd.
) \‘tb‘\'i v 4y
KEPALA ;A@iAN U KEM{*JNTERIAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO

A \

H BIRO UL




LAMPIRAN jlI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PMK.03/2013

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

MENTERI KEUANGAN
AEPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN:

Nomor PP (1) (2)
LAMPITAIL © coieeirieecirie v eeveeeaans (3)
Hal : Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan

Yth. Direktur Jenderal Pajak

u.b. Kepala KPP.......oooiiiiiiiiiiiine
............................................................ (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L ettt reeeeereeeteeeeereaeareenraistataieiiaaaas (5)
NFWP L et ee e e ieeeia e et ran et e raaans (6)
Jabatan L et etettetaerereretesessestessensenerotnarenriies (7)
Alamat L e e e ee e eaetedataer e ananans (8}
Nomor Telepon & . (O}

Bertindak selaku : D Wajib Pajak

|::| Wakil l:, Kuasa

dari Wajib Pajak

INEITIA  © cerieeiei e e e e et s e e e e aaas (10}
NP P o e (11
AlAMAt & i (12)
bersama ini mengajukan pencabutan atas Surat Keberatan:
Nomor dan tanggal: ....o.ooirrviiiiii e (13}
Perihal surat T et reeeaeeereeiieiieaeisareaeaararearnias (14}
Penandatangan | .iccccciciiieriiiiii s (15)
Bertindak selalkil @ ..o (16)
Alasan pencabutan pengajuan keberatan:
) O OO PP O PP PP P OPIPP PRSPPI P PEPRES
1 J U U U U S TSP FP PP PP PSPPI PIPEPPIPPEPEPE
K F U PSP TOPIPPEIPPR PP PRSPPI dst. (17)

Demikian surat permohonan pencabutan atas pengajuan keberatan kami
sampaikan untuk dapat disetujui.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajal;
2. Kepala Kanwil DJP ......... (19)
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Keterangan:

1. Beri tanda X pada I:I yang sesuai.

2. *) : Diisi salah satu yang sesuai.

3. *%) . Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal dalam hal surat penggjuan
keberatan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa
Khusus.
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN
PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan pencabutan sesuai dengan
administrasi Wajib Pajak.

Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat.

Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat
permohonan pencabutan.

Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib
Pajak terdaftar.

Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani

surat permohonan pencabutan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa
yang menandatangani surat permohonan pencabutan.

Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat
permohonan pencabutan dan dalam hal permohonan pencabutan
diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (7) ini tidak perlu
diisi.

Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani
surat permohonan pencabutan.

Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang
menandatangani surat permohonan pencabutan.

Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat
permohonan pencabutan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan
dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang
Pribadi Nomor (10) ini tidak perlu diisi.

Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang
menandatangani surat permohonan pencabutan adalah wakil/kuasa
dari Wajib Pajak dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan
oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (11) ini tidak perlu diisi.

Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat
permohonan pencabutan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan
dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang
Pribadi Nomor (12) ini tidak perlu diisi.

Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keberatan yang diajukan
permohonan pencabutan.

Nomor (14) : Diisi dengan perihal Surat Keberatan yang diajukan permohonan
pencabutan.



Nomor (15) :

Nomor (16} :

Nomor (17) :

Nomor (18) :
Nomuor (19) :

MENTERI KEUANGAN
FEPUBLIC INDONESIA
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Diisi dengan nama penandatangan Surat Keberatan yang diajukan

permohonan pencabutan.

Diisi dengan kedudukan penandatangan Surat Keberatan yang
digjukan permohonan pencabutan, yaitu Wajib Pajak, Wakil, atau
Kuasa.

Diisi dengan jelas alasan permohonan pencabutan pengajuan
keberatan.

Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang
merupakan atasan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar.

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONES!A
NOMOR .

TENTANG X
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT JAWABAN ATAS PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN
KEBERATAN DALAM HAL PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN
KEBERATAN DISETUJUL:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................... (1)
Nomor :S-...iiiinidonn, (2) {3)
Sifat ettt a e aareas {4)
Hal : Persetujuan Permohonan Pencabutan
Pengajuan Keberatan
Ytheoooieea |
...................................... (5)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ... e, (6) tanggal
................... (7) yang diterima tanggal .....................(8) hal Permohonan Pencabutan
Penga_]uan Keberatan atas Surat Keberalan mOmOT ........ceceveeireriveenes (9) tanggal
...................................... (10), dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan

penelitian kami, sampai dengan diterimanya surat permohonan pencabutan
pengajuan keberatan Saudara, Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) belum
dikirimkan kepada Saudara sehingga permohonan pencabutan pengajuan
keberatan Saudara disetujui. : ' '

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan
terima kasih. '

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PP S ,{11)

...........................................

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT JAWABAN ATAS PERMOHONAN

PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN DALAM HAL

‘PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN DISETUJUI

" Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)

Nomor ('6')
Nomor (7)
Nomor (8)

| Nomor (9)

Nomor (10) :
Nomor (11):
Nomor (12) :

: Diisi dengan kepala surat.

. Diisi dengan nomor surat.

: Diisi dengan tanggal surat.

» Diisi dengan sifat surat.

: Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

: Diisi dengan nomor Surat Permohonan Pencabutan Pengajuan

Keberatan.

'+ Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Pencabutan Pengajuan

Keberatan.

: Diisi .dengan tanggal diterimanya Surat Permohonan Pencabutan
: Pengajuan Keberatan

: Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.
Diisi dengan jabétan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda fangan,- nama, dan NIP, pejabat yang
menandatangani surat.



MENTERI KEUANGAN
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B. FORMAT SURAT JAWABAN ATAS PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN
KEBERATAN DALAM HAL PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN
KEBERATAN DITOLAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAIL PAJAK

......................................... (1)

Nomor B (2} (3)

Sifat 1 4)

Hal : Penolakan Permohonan Pencabutan

Pengajuan Keberatan
Ytheei oo,
...................................... 9)
~ Sehubungan’ dengan surat Saudara NOMOL .....cccoceveeeeennn. I....(6) tanggal

el (7) yang diterima tanggal o, (8) hal Permohonan Pencabutan

Pengajuan Keberatan atas Surat Keberatan nomor ........ SRR UPTPPN (9} tanggal

........... seveererernenennnn{10), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai benkut

1. Berdasarkan penelitian kami, kepada Saudara telah dikirimkan Surat
Pemberitahuan Untuk Hadir {(SPUH).

2. Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan jo
Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 /PMK.03/ 2013
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Saudara tidak dapat
mencabut pengajuan keberatan dan permohonan pencabutan pengajuan
keberatan Saudara ditolak. -

3. Pengajuan Keberatan Saudara tetap diselesaikan dengan penerbitan Surat
Keputusan Keberatan. :

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan
terimakasih. .

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.........................................

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT JAWABAN ATAS PERMOHONAN
PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN DALAM HAL PERMOHONAN
PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN DITOLAK

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4} : Diisi dengan sifat surat.

Nomor {5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
(

Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Permohonan Pencabutan Pengajuan
Keberatan.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Pencabutan Pengajuan
Keberatan.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal diterimanya Surat Permohonan Pencabutan
Pengajuan Keberatan.

Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.
Nomor (11}
Nomor (12)

(9) :

Nomor (10}: Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajalk.
(11): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
(12):

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRO I:IMQM
B RN ez

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Z

7 STt
\ BRO UMUM 15
i

GIARTQ, " Yooy )
NIP 19590420198402100)/

Gy T e
‘n\:_fiiﬂiw/



LAM PIRAN v

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .
TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

"MENTER] KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAI—IAéAN DAN KLARIFIKASI
SENGKETA PERPAJAKAN:

KEM;ENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

................................................ (1)
Nomor A (2) : [T (3) -
Sifat .  Sangat segera ' '
Lampiramn :© ...cocvovvneniiiinn, (4)
Hal : Panggﬂan Dalam Rangka Pembahasan dan .
Klarifikasi Sengketa Perpajakan

Yth. .
............................................... (5)

Sehubungan dengan Surat Keberatan Saudara atas:
Jenis Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan®) ... e {9)]
Nomor Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan®) ... PRI (7)
Tanggal Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan*) et e e et e (8)
Masa/Tahun PaJ ak : VPP (9)

Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan dan
klarifikasi atas sengketa perpajakan tersebut, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal ..., T (10)
Waktu OISO e {11)
Tempat PP (12)

Mengingat pentingnya acara tersebut diharapkan Saudara dapat hadir tepat
waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan
terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
........................................ ,(14)

ped

---------------------------------------

Tembusan:
Direktur Jendersl Pajak
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAI—IASAN DAN

Nomor (1)
Nomor (2}
Nomor (3)
Nomor (4).
Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Keterangan *)

Nomor (9)
Nomor (10}

11)
12)
Nomor (13)

(
Nomor (
Nomor (

(

Nomor (14)

Nomor (15)

KLARIFIKASI SENGKETA PERPAJAKAN

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tanggal surat.,

Dusi sesuail dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajalk.

Diisi dengan jenis Kketetapan pajak/pemotongan atau
pemungutan seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pengahasilan Pasal 21, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 23. :

Diisi dengan nomor Kketetapan pajak/pemotongan atau
pemungutan.

Diisi dengan tanggal ketetapan pajak/pemotongan atau
pemungutan.

Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Diisi dengan hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan.
Diisi dengan waktu pembahasan akan dilaksanakan.

Diisi dengan kantor tempat pembahasan akan dilaksanakan.

Diisi dengan jenis dokumen yang diperlukan untuk
pembahasan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat
panggilan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat panggilan.

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIR /[JMLIM ttd
ufﬁwk "‘a’,o “\

I .\

KEPAL /BAG’ TAN TG IQDMENTERIAN

BIRO UMM 1% )

AGUS D.W. MARTOWARDOQJO



LAMPIRAN VI ]

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .
TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

='T\JEENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A, FORMAT SURAT PERMINTAAN PE_‘MINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN
INFORMASI PERTAMA: :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................... (1)
Nomor S -, (2) (3)
Sifat O PO P R (4}
Hal : Permintaan peminjaman buku,
catatan, data, dan informasi

Ytho e
...................................... (5)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .............ceeceeennn. {6) tanggal
................................. (7) hal Pengajuan Keberatan atas .........................(8) nomor
.................. (9) tanggal ........ccoivvvevieiinnnnnnn (10), dengan ini diminta kepada Saudara

untuk meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi, dalam bentuk hardcopy
dan/atau softcopy yang meliputi:

B e, ST e dst. (11)

Buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/ atau
softcopy tersebut wajib disampaikan kepada:

nama D e ittt e et hs et
jabatan PP
tempat O OO PP (12)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim,

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak meminjamkan
buku, catatan, data dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, surat -
keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada dalam proses
penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAIL PAJAK

......................................... ,{13)
NI (14)
Tembusan;
Direktur Jenderal Pajak
o
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- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN BUKU, CATATAN,

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor
Nomor

Nomor

(

(
Nomor (5)

(

(
Nomor (

8)

Nomor (9)

Nomor (10) .

Nomor (11)

’»

Nomor (12} :

Nomor (13) :
Nomor (14) :

DATA, DAN INFORMASI PERTAMA

: Diist dengan ke}pala surat.

. Diisi dengan nomor surat.

. Diisi dengan tanggal surat.

. Diisi dengan sifat surat.

: Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

: Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.
: Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.

: Diisi dengan  jenis dan masa/tahun ketetapan atau

pemotongan/pemungutan pajak seperti Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa
Januari 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak
Penghasilan Badan Tahun 2008.

: Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak/bukti pemotongan atau

bukti pemungutan.

Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak/bukti pemotongan atau
bukti pemungutan. '

. Diisi dengan jenis buku, data, catatan dan informasi yang dipinjam

dari Wajib Pajak.

Diisi dengan nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tempat akan
disampaikannya buku, catatan, data, dan informasi.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat.
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B. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA DAN
INFORMASI YANG KEDUA:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK_IND-ONESIA
- DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................... (1)
Nomor S - ..., (2) (3)
Sifat s (4)
Hal : Permintaan peminjaman buku,
catatan, data, dan informasi kedua

Ythe,
...................................... (5)

Sehubungan dengan surat kami nomor .................. (6) tanggal ........ SUTOTOTIO (7)

hal permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi, dengan ini kami
sampaikan bahwa sampai dengan surat ini dikirimkan, Saudara tidak memenuhi
sebagian/seluruhnya*) atas peminjaman buku, catatan, data, dan informasi.

Adapun buku, cdtatan, data dan informasi yang masih harus Saudara
serahkan terdiri dari: '

‘Buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau,
softcopy tersebut wajib disampaikan kepada:

nama U PP PP PO PRP
jabatan L e [P
tempat et e e et ea e e et e e eaens (9)

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak meminjamkan .
buku, catatan, data dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, surat
keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima
dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
......................................... ,(10)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak



- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN BUKU, CATATAN

Normor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4

(4)
Nomor (9)
Nomor {6)
Nomuor (7)
Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10}
Nomor (11)

Keterangan *)

<0 né{‘ ‘ ﬂ' X\\!&,‘,\'"

TR
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2

- DATA, DAN INFORMASI YANG KEDUA

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat.

Diisi c]engan tanggal surat.

Diisi dengan sifat surat.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan mnomor surat permintaan peminjaman buku,
catatan, data, dan informasi pertama.

Diisi dengan tanggal surat permintaan peminjaman buku,
catatan, data, dan informasi pertama. :

Diisi dengan jenis buku, catatan, data dan informasi yang belum
diserahkan Wajib Pajak.

Diisi dengan nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tempat
akan disampaikannya buku, catatan, data, dan informasi.

. Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat.

Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
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C. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN TAMBAHAN BUKU, CATATAN
DATA, DAN INFORMASI:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................... (1)
Nomor S - . (2) e, (3)
Sifat P (4)
Hal : Permintaan peminjaman tambahan
buku, catatan, data, dan informasi

Ythoo,
...................................... (5)

Sehubungan dengan surat Saudara NoOmMOr ........ecoeeveeeeenin. (6) tanggal
................................. (7) hal Pengajuan Keberatan atas .........................(8) nomor
.................. (9) tanggal ...........cccoeeeeeeee(10), dengan ini disampaikan bahwa

kami masih memerlukan tambahan buku, catatan, data, dan informasi untuk
dipinjam dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:

B e e, dst. (11)

,Buku, catatan, data, dan informasi, dalam bentuk hardcopy dan/atau
softcopy tersebut wajib disampaikan kepada: ‘

.
nama T S

jabatan L e e e v
tempat L ettt e e e e ettt e raaans (12)
paling lama ............... (13) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak meminjamkan
buku, catatan, data dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau soficopy, -
Surat Keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima
dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
........................ ey (14)

.......................................

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak



'PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN TAMBAHAN BUKU

Nomor (1)
Nomor (2}
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)_
Nomor (7)

(7
Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10}

Nomor (11) :
Nomor (12) :

Nomeor (13) :

Nomor (14)
Nomor (15}

: Diisi

: Diisi

R ;ifﬂ |

mefru\u\
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]

CATATAN, DATA, DAN INFORMASI

. Diisi dengan kepala surat.

: Diisi dengan nomor surat.

. Diisi dengan tanggal surat.

: Diisi dengan sifat surat,

: Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

: Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.

» Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajal.

dengan  jenis dan  masa/tahun ketetapan atau
pemotongan/pemungutan . pajak seperti Surat Kétetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa
Januari 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak
Penghasilan Badan Tahun 2008. :

: Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak/bukti pemotongan atau

bukti pemungutan.

: Diisi dengan. tanggal surat ketetapan pajak/ bukti pemotongan atau

bukti pemungutan.

Diisi dengan tambahan jenis buku, data, catatan dan informasi yang
dipinjam kepada Wajib Pajak.

Diisi dengan nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tempat akan
disampaikannya buku, catatan, data, dan informasi.

Diisi dengan batas waktu peminjaman buku, catatan, data, dan
informasi.

» Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat.
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D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN YANG PERTAMA:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

s (1)
Nomor : S-........ .. @) I T PP P R OO (3)‘
Sifat 1 (4) '
Hal : Permintaan keterangan
Ytheooi
...................................... (5}

‘Sehubungan dengan surat Saudara nNOMOT ......eeeveereeninnnn, (6) tanggal
................................. (7) hal Pengajuan Keberatan atas .........................(8), nomor
.................. (9) tanggal ...............ceceieeevinnen.. (10), dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut: ' .

I. Saudara mengajukan keberatan atas koreksi v (1 1) sebesar

Rp o, (12)
Berkaitan dengan keberatan tersebut, diminta kepada Saudara memberikan
keterangan sehubungan dengan koreksi tersebut yang meliputi:
Lo, e
o T P dst (13)

II. dst. (sesuai pos yang perlu dilakukan penjelasan dan atau pembuktian)

Keterangan tersebut di atas agar disampaikan kepada:

nama PP
jabatan e e e e e e PEURTRR
tempat O PP O e SRTIRR (14)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.,

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
keterangan dimaksud, surat keberatan Saudara akan diproses berdasarkan data
yang ada yang diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

------------------------------------------

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN YANG PERTAMA

Nomor (1)
Nomor (2}
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5}
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)

Nomor (9}

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor {12} :

Nomor (13)

Nomor (14}

Nomeor {15) :
Nomor (16) :

: Diisi dengan kepala surat.

: Diisi dengan nc;mor surat.

: Diisi dengan tahggai surat.

: Diisi dengan sifat surat.

: Diisi dengan ﬁama dan alamat Wajib Pajak.

. Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.
: Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.

: Diisi dengan  jenis dan  masa /tahun ketetapan atau

pemotongan/pemungutan pajiak seperti Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa
Januari 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak
Penghasilan Badan Tahun 2008. '

: Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak/bukti pemotongan atau

bukti pemungutan.

. Diisi dengém tanggal surat ketetapan pajak/bukti pemotongan atau

bukti pemungutan.

: Diisi dengan pos yang dikoreksi seperti penjualan, biaya pemasaran,

dll.

Diisi dengan jumlah koreksi pos tersebut oleh pemeriksa.

: Diisi dengan jenis keterangan yang dimintakan kepada Wajib Pajak.

Diisi dengan nama dan jabatan tim peneliti, serta tempat akan
disampaikannya keterangan. :

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengaﬁ tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang -
menandatangani surat.
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E. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN KEDUA:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................... (1)
NOmor : Seovvooo (2) e (3)
SIfAt e, (4)
Hal Permintaan keterangan kedua
Ytheoo
...................................... (5)
Sehubungan dengan surat kami Nomor .................. (6) tanggal ...........coe.ull (7)

hal Permintaan keterangan, dengan ini kami sampaikan bahwa sampai dengan
surat ini dikirimkan, Saudara tidak -memenuhi sebagian/ seluruhnya®*) . atas
permmtaan keterangan

Adapun permintaan keterangan yang masih harus Saudara penuhi terdiri
dari: '

I. keterangan sehubungau dengan koreksi ............. {8) sebesar Rp ............ (9},
yang meliputi:
L e
O ST SUTRUUPRPU
B e, dst (10)

II. dst. (sesuai dengan pos yang dikoreksi dan keterangan yang belum diterima)

Keterangan tersebut di atas agar disampaikan kepada:
nama TP TOPRPRPPN
jabatan L e e ettt a e aas _
tempat - D venen feereires e ettt e r et earanas (11)

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
keterangan dimaksud, Surat Keberatan Saudara diproses berdasarkan data yang
ada yang diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
....................................... (12)

.......................................

Tembusan:

Direktur Jenderal Pajak
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN KEDUA

Nomor (1)
Nomor (2})
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (3)
Nomor (6)
Nomor (7]‘
Nomor (8)

Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)

Nomor (12) :
Nomor (13) :

: Diisi dengan kepala surat.

. Diisi dengan nomor surat.

. Diisi dengan tanggal surat.

: Diisi dengan sifat surat.

: Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. _

: Diisi dengan nomor surat permintaan keterangan pertama.
: Diisi dengan tanggal surat permintaan keterangan pertama

: Diisi dengan pos yang dikoreksi seperti penjualan, blaya pemasaran,

dll.

: Diisi dengan jumlah koreksi pos tersebut oleh pemeriksa.
. Diisi dengan jenis keterangan yang dimintakan kepada Wajib Pajak.

: Diisi dengan nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tempat akan

disampaikannya keterangan.
Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda
menandatangani surat.

tangan, nama, dan NIP pejabat yang
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F. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAI—IAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................... (1)
Nomor : S-.........._ . (2) - e (3)
Sifat (4}
Hal Permintaan keterangan tambahan
Ythe o, (5)

Sehubungan dengan surat Saudara NOMOT .ooeeovereeveverrenn... (6} tanggal
................................. (7) hal Pengajuan Keberatan atas ......................... (8), Nomor
.................. (9) tanggal ..cooooviviiiiiiiiinn, (10), dengan ini disampaikan bahwa
kami masih memerlukan keterangan tambahan yang terdiri dari:

I. keterangan sehubungan dengan koreksi ............. (11) sebesar Rp ......... (12),
yang meliputi: '
L e
e
OSSO PO UPPTE .dst. (13)
IT. dst.. (sesuai dengan pos yang dikoreksi dan keterangan tambahan yang
diperlukan)

Keterangan tersebut di atas agar d1sampalkan kepada:
nama e et
jabatan OO P S
tempat S (14)
paling lama ................... (15) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas- Saudara tidak memberikan
keterangan dimaksud, surat keberatan Saudara akan diproses berdasarkan daia
yang ada yang diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan. '

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK -
............................... e, (16)

.........................................

Tembusan:

Direktur Jenderal Pajak
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)

Nomor (9)

(

(

Nomor {6}

Nomor (7)
(

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10) :

Nomor (11) :

Nomor (12} :
Nomor (13} :

Nomor (14) :

Nomor (15) :

Nomor {16)

Nomor { 17) :

: Diisi dengan kepala surat.

: Diisi dengan nomor surat.

: Diisi dengan tanggal surat.

: Diisi dengan sifat surat.

: Dﬁsi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

: Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajal.
: Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.

: Diisi dengan  jenis dan masa/tahun ketetapan atau

pemotongan/pemungutan pajak seperti Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa
Januari 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak
Penghasilan Badan Tahun 2008. '

: Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak/bukti pemotongan atau

bukti pemungutan.

Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak/bukti pemotongan atau
bukti pemungutan.

Diisi dengan pos yang dikoreksi seperti penjualan, biaya pemasaran,
dil.

Diisi dengan jumlah koreksi pos tersebut oleh pemeriksa.

Diisi dengan jenis keterangan tambahan yang dimintakan kepada
Wajib Pajak.

Diisi dengan nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tempat akan
disampaikannya keterangan tambahan.

Diisi dengan batas waktu peminjaman buku, catatan, data, dan
informasi.

. Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat. '

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIR _UMU% ttd

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

\9’ WAl

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .
TENTANG .
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

:'MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBlAGIAN/ SELURUHNYA
PERMINTAAN PEMINJAMAN DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN/ SELURUHNYA. PERMINTAAN
PEMINJAMAN DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN .

NOMORBA- (..., (2)
Pada hari ini ............. (3) tanggal .................... {4), kami:
Nama/NIP Pangkat/Golongan Jabatan
(5) (6) (7)
berdasarkan Surat Tugas OMIOT wvveeesrrran., {8) tanggal ........c.oeveiinill (9) telah
melakukan penehhan terhadap keberatan Wajib Pajak:
Nama e (10)
NPWPR : L (11)
atas
Jenis Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan®) S PR (12)
Nomor Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan®) ... e (13)
Tanggal Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan®) :...........c.cccocceeeeviviinneeennnn (14)
Masa/Tahun*) Pajak D e . (15)

Bahwa berdasarkan surat permintaan peminjaman, surat permintaan peminjaman
tambahan, surat permintaan keterangan, dan surat permintaan keterangan
tambahan: ’

No Nomor Surat Tanggal
(16) (17) _ (18)

dengan ini diterangkan bahwa Wajlb Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi
sebagian/ séluruhnya*) atas peminjaman buku, catatan, data, dan informasi serta
permintaan keterangan tersebut sehingga permohonan Wajib Pajak d1proses
menggunakan data yang ada,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLHC INDONESIA
0.

Adapun pemenuhan atas peminjaman buku, catatan, data, dan informasi serta
permiritaan keterangan adalah sebagai berikut:

Buku, Catatan, Data, dan Informasi

. Pemenuhan Buku, Catatan, Dat
No. |yang Dipinjam serta Keterangan yang dan Informasi serta Ke tell‘r;n ata,
Diminta gan

(19) (20) (21)

Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian /Seluruhﬁya*) Permintaan Peminjaman
dan/atau Permintaan Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....................................... (22)
Mengetahui Tim Peneliti
............................. e (23)
.................................... (25)
........................................ (24)
NIP NIP..ooosereeeee e, (26)
...................................... (25)
NIP. ool (26)
...................................... (25)
NIP. .o (26)



MENTER! KEUANGAN
REPU BiéI’K INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI

SEBAGIAN/ SELURUHNYA PERMINTAAN PEMINJAMAN DAN/ATAU PERMINTAAN

_ Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)

Nomor (12) -

Nomor (13)
Nomor (14)

Nomor {15)

Keterangan *)

Nomor (16)
Nomor (17)

Nomor (18)

Nomor (19)
Nomor (20}

KETERANGAN

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor berita acara.

Diisi dcngan hari pembuatan berita acara.
Diisi dengan tanggal pembuatan berita acara.
Diisi dengan nama dan NIP peneliti.

Diisi dengan pangkat dan golongan peneliti.
Diisi déngan jabatan peneliti.

Diisi dengan nomor sura"c tugas.

Diisi dengan tanggal surat tugas.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis ketetapan pajak/pemotongan atau
pemungutan seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Penghasilan Pasal 21, Bukti Pemotongan Pajak Penghasﬂan
Pasal 23.

Diisi derigan nomor ketetapan pajak/pemotongan atau
pemungutan. .

Diisi dengan tanggal ketetapan pajak/pemotongan atau
pemungutan. :

Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nomor surat permintaan peminjaman, surat
permintaan  peminjaman tambahan, surat permintaan
keterangan, dan surat permmtaan keterangan tambahan yang
telah dikirim.

Diisi dengan tanggal surat permintaan pemmjaman surat
permmtaan peminjaman  tambahan, surat  permintaan
keterangan, dan surat permintaan keterangan tambahan yang
telah dikirim., '

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan buku, catatan, data, dan 1nforma31 yang dipinjam
serta keterangan yang diminta berdasarkan surat permintaan
peminjaman, surat permintaan peminjaman tambahan, surat
permintaan keterangan, dan surat permintaan keterangan
tambahan.



o)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-G .

Nomor (21) : Diisi dengan keterangan "YA” apabila dipenuhi atau *TIDAK”

apabila tidak dipenuhi.
Nomor (22) : Diisi dengan nama kota dan tanggal pembuatan berita acara.
Nomor (23) : Diisi dengan jabatan pimpinan Unit Pelaksana Penelitian
‘ Keberatan.
Nomor (24) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

bersangkutan.
Nomor (25) : Diisi dengan jabatan tim peneliti.
Nomor (26) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP tingpendliti,. -
Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BIRO UMUM ;

» tid.
” T;:[JAI-%:'\ -
KEPALA/BASIAN .U, REMENTERIAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO
_/‘.‘.-;E‘-v s "\.‘_‘ i ‘.\ - -




LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTER!I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI SENGKETA
PERPAJAKAN: ‘ -

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI SENGKETA PERPAJAKAN

NOMOR : BA- e 2)
Pada hari ini ................ I....(S) tanggal .....ooviviiieninnn (4), kami:
- No _NAMA/NIP Pangkat/Golongan - Jabatan
(5) |- : (6) ' {7) (8)
Sesuai dengan Surat Tugas nomor ........ (9) tanggal .......... (10) dan surat panggilan
dalam rangka pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan nomor .............. (11)
tanggal ............... . {12), telah melakukan pembahasan sengketa perpajakan atas
keberatan Wajib Pajak :
NAITIE 1 oooeeoee e ee e et ee e et e et e et e e e e et e et e e e et et r e e et et e e, . (13)
NPWP P T T T T O U P TP PPV O TSP RUPTOTRPPPRTUN (14)
atas:
Jenis Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan?®) L ettt araa s (15)
Nomor Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan®) e TP PPN {16)
Tanggal Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan®) L e e (17)
Masa/Tahun*) Pajak : PP (18)
Yang dihadiri oleh :
U PO PPN
D e ettt idesaeseiereeeaeebaetettestetaesishatiae et ea e et ta e e enen e e anets
O O S
P RS POTR (19)
Dengan pembahasan dan klarifikasi sebagai berikut:
R 55 = 0 2= = s B PO
1. Jawaban/penjelasan ...
2. Pertanyaan : ...... PSPPI S PRRRE
2. Jawaban/penjelasan @ ..o PO
G TR o5 ol =19 )7 T= o N P DO
3. Jawaban/penjelaSar 1 ... e
OO dst. (20)



MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2

Berita Acara Pembahasan dan Klarifikast Sengketa Perpajakan dalam rangka
keberatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....................................... (21)

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa®), Tim Peneliti,

...................................... (22)
NIP....ceireeverereesaenrennnns (23)
NIP...oiecroreeeeerneenanenn, (23)



MENTERI KEUANGAN
AEPUBLIK INDONESIA
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI

Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
)
)
)

Nomor ('7

Nomor (16)
Nomor (17)

Nomor (18)

Keterangan *)

Nomor (19)

SENGKETA PERPAJAKAN

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor Berita Acara Pembahasan Sengkefa
Perpajakan.

Diisi dengan hari pelaksanaan pembahasan dan klarifikasi.
Diisi dengan tanggal pembahasan dan Kklarifikasi.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nama dan NIP Tim Peneliti Keberatan

Diisi dengan pangkat dan golongan Tim Peneliti Keberatan.
Diisi dengan nama anggota Tim Peneliti.

Diisi dengan nomor Surat Tugas untuk melakukan penelitian.
Diisi dengan tanggal Surat Tugas untuk melakukan penelitian.
Diisi dengan nomor surat panggilan.

Diisi dengan tanggal surat panggilan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak/pemotongan atau
pemungutan seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Pajak Penghasilan Pasal 21, Bukti Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 23,

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak/pemotongan atau
pemungutan.

Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak/pemotongan atau
pemungutan.

Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai, -

Diisi dengan nama-nama. para pihak yang membahas, misal:
Pemeriksa, Wajib Pajak/Walkil/Kuasa.

Diisi dengan materi pembahasan dan klarifikasi.

Diisi dengan nama kota dan tanggal pembuatan berita acara.
Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.
Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Tim Peneliti.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIROJJMUM
KEPAL/ /BAGTAN ¥ U %EMENTERIAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO




LAMPIRAN 1X
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG
TATA CARA FENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

"MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK -

................................................. (1)
NOMOE & eoveeeeetereeenne 2 (3)
Sifat :  Sangat segera : -
Lampiram @  .coocoviiiiiniiiiiiinin, (4)
Hal . ¢ Surat Pemberitahuan Untuk Hadir
Yth. o v

Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian keberatan berdasarkan Surat
TUgas MOMOT ..ovvevenernnenses (6) tanggal ......ccovvviviiiininnns (7), bersama ini disampaikan
pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana terlampir.

Mengingat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan dengan kewajiban
pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi
secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, data, atau informasi
vang mendukung uraian dalam tanggapan tertulis tersebut dalam jangka waktu
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim, dan
diharapkan kehadiran Saudara guna memberikan keterangan atau memperoleh
penjelasan pada:

Hari/Tanggal @ .ococvvvniovemmimimmiimnnnecnenn e ——— (8)
Waktu PRSPPI . (9)
Tempat S e (10)
WHNEUK IMIENEIMUL { voviiviiiieiiniieiiinii st ann e (11)

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak memberikan keterangan
dimaksud, Surat Keberatan Saudara tetap diproses berdasarkan data yang ada’
dalam proses penyelesaian keberatan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

........................................

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR

Nomor (9)
Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)

Diisi dengan kepala surat.

-+ Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tanggal surat.

Diisi sesuai dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
Diisi dengan nomor Surat Tugas.

Diisi dengan tanggal Surat Tugas.

Diisi dengan hari dan tanggal pemberian penjelasan dan/atau
keterangan.

Diisi dengan waktu pemberian penjelasan dan/atau keterangan.
Diisi dengan tempat pemberian penjelasan dan/ atau keterangan.

Diisi dengan nama pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang akan
memberikan penjelasan dan/atau diberikan keterangan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

. Diisi dengaﬁ tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat.



“MENTER| KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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B. FORMAT PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN

Jenis Ketetapan,/Pemotongan atau Pemungutan*) .. (2)
Nomor Ketetapan/Pemotongan atau Pernungutan®) o oivivieiininns, (3)
Tanggal Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan*) ... .(4)
Masa/Tahun*) Pajak T (5)
POS-POS YANG MENURUT DASAR DILAKUKAN
NO DIKOREKSI WP PEMERIKSA | PENELITI KOREKSI DALAM
| | (Rp) (Rp) (Rp) SRBBRATAN
(6) - (8) 9 (19) (11)
......................... (12)
Mengetahui, Tim Peneliti
..................... (13) cereessirsiiineenieeneeeenn.(15)
NIP...oooooo.. (14) NIP....cocvreeneennn. (16)
........................... (15)
NIP.....oovoeeeenen (16)
e, (15)



Nomor (1)
Nomor (2}

Nomor (3}
Nomor (4}

Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)

(

Nomor (9)

Nomor {10) :
Nomor {11) :
Nomor (12) :

Nomor (13) :
Nomor (14) :

Nomor (15) :
Nomor (16) :

: MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4 -

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL
PENELITIAN KEBERATAN

Diisi dengan kepala surat unit kantor yang bersangkutan.

Diisi dengari jenis surat ketetapan pajak/ pemotonganA atau
pemungutan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Penghasilan Pasal 21, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak/pemotongan atau
pemungutan, ' '

Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak/ perriotongan ‘atau
pemungutan.

Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Diisi dengan nomor urut. '

Diisi dengan pos-pos yang dikoreksi.

Diisi dengan jumlah menurut Wajib Pajak.

Diisi dengan jumlah menurut pemeriksa.

Diisi dengan jumlah menurut peneliti keberatan.

Diisi dengan dasar dilakukan koreksi dalam keberatan.

Diisi dengan nama tempat dan tanggal pembuatan daftar
pemberitahuan.

Diisi dengan jabatan pimpinan unit pelaksana penelitian keberatan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP jabatan pimpinan unit
pelaksana penelitian keberatan.

Diisi dengan jabatan Tim Peneliti.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Tim Peneliti.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-
C. FORMAT SURAT TANGGAPAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN:

Ythe veveeenen. JRSTSRUSR (1)

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor’

....................... (2) tanggal ............................(3) dengan ini saya:
Namé e O N (4)
NPWP et (5)
Jabatan e . (6)
Alamat PP ORI (7)
Nomor Telepon - et a s (8)
bertindak selaku -+ [ ] Wajib Pajak

[ ] wakil " | ] Kuasa

- dari Wajib Pajak

Nama D e aaaaas (9)
NPWP PP PP (10
Alamat PP PP (1 1)

dengan ini memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan atas hasﬂ
penelitian keberatan kami dengan uraian sebagai berikut:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

........................................ (14)
Keterangan
1. Beri tanda X pada [:I yang sesuai.
2. * Diisi dengan salah satu yang sesuai.
3. **) Diisi dengan salah satu yang sesuai dan dalam hal surat tanggapan hasil penelitian
keberatan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus,
G



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT TANGGAPAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor {6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14)

Diisi dengan nama dan alamat unit peneliti keberatan.
Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian.
Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian.

Diisi déngan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani
surat tanggapan hasil penelitian keberatan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa
yang menandatangani surat tanggapan hasil penelitian keberatan.

‘Diisi dengan  jabatan  Wajib Pajak/wakil/kuasa  yang

menandatangani surat tanggapan hasil penelitian keberatan.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang
menandatangani surat tanggapan hasil penelitian keberatan.

Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang
menandatangani surat tanggapan hasil penelitian keberatan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat
tanggapan hasil penelitian keberatan adalah wakil/kuasa dari Wajib
Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang
menandatangani surat tanggapan hasil penelitian keberatan adalah
wakil/kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib- Pajak apabila yang menandatangani
surat tanggapan hasil penelitian keberatan adalah wakil/kuasa dari
Wajib Pajak. ‘

Diisi dengan tanggapan Wajib Pajak terhadap hasil penelitian untuk
masing-masing koreksi.

Diisi dengan kota dan tanggal surat tanggapan hasil penelitiaﬂ
keberatan dibuat.

Diisi dengan nama dan tanda tangan pembuat surat tanggapan
hasil penelitian keberatan, '

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM .

NIP 19

( BIRC UMUM

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

7]
0198402 1}%.1
-h_-u\mn'\"
"‘TA g\\w /
\ RIAT J/

e i
—



LAMPIRAN X

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7

TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

“MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

'A. FORMAT BERITA ACARA DALAM HAL WAJIB PAJAK HADIR DAN MEMBERIKAN
KETERANGAN TERTULIS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
’ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.................. e (1)

NOMOR : BA- oo, (2)
Pada hati ini ............ e (3) tanggal ...cooeovveeiiiveeiieiieein (4), kami:
No NAMA /NIP ~ Pangkat/Golongan | . Jabatan
5) (6) - N
sesuai dengan Surat Tugas nomor ................ (9) tanggal ....... e (10), telah
melakukan penehtlan keberatan terhadap Wajib Pajak: :
Nama R PPTPIOTOI (11)
NPWP S JO RSO TOOU PP OO RUROPOPY (12)
atas: : .
Jenis Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan ™ ... (13)
Nomor Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan @ ... (14}
Tanggal Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan ™ @ ..., (15)
Masa Pajak/Tahun Pajak ™ T e (16)
serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada: _
Wajib Pajak Wakil Wajib Pajak | Kuasa Wajib Pajak-
| . Nama O P TR TYPPRIPRPPPP PP (17)
NPWP © e eeeeie et ee e e et e et r et ens (18)
JaDATAIL  { i (19)
Alamat (20}
yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir
NOIMIOT wreverenennnnnn (21) tanggal ...coooviiiiiiiniinnn (22), dan Wajib Pajak memberikan
keterangan tertulis dalam suratnya Nomor ..., (23) tanggal
........................ (24).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tertulis ini dibuat

dengan sebenar-benarnya.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa®

............................................ (26)
Mengetahui,
............................................ (27)
NIP oo e (28)

....................... ) reerrernrenenenes (25) |
Tim Peneliti
.............................................. (29)
NIP oo (30)
........................................... {29)

I SN (30)
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA DALAM HAL WAJIB PAJAK HADIR DAN

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor {3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor'(S)
Nomor

Nomor

Nomor (12
Nomor (13)

(9}
(10)
Nomor (11)
(12)
(
Nomor (14)

Nomor (15)

Nomor (16)

Keterangan *) s

Nomor (17)
Nomor (18)

Nomuor {1

(19)
Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22)
Nomor (23 )
Nomor (24)
Nomor (25}
Nomor (26}

(

Nomor {27)

£

Nomor (28}

Nomor (29)
Nomor {30}

MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak.
Diisi dengan hari kehadiran Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal kehadiran Wajib Pajal.
Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nama dan NIP tim peneliti.

Diisi dengan pangkat dan golongan tim peneliti.
Diisi dengan jabatan tim peneliti.

Diisi dengan nomor Surat Tugas.

Diisi dengan tanggal Surat Tugas.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan,
seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan
Pasal 21, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Diisi dengan nomor ketetapan pajak/pemotongan atau

pemungutan.
Diisi dengan tanggal Kketetapan

pajak/pemotongan atau
pemungutan. - _
Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
Diisi dengan salah satu pilihan yang sesual.
Diisi déngan nama Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wakil/Kuasa dari Wajib
Pajak.

Diisi dengan jabatan Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.

Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.

Diisi dengan nomor surat keterangan tertulis Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal surat keterangan. tertulis Wajib Pajak.'
Diisi dengan nama tempat dan tanggal pembuatan berita acara.
Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.

Diisi dengan jabatan plmplnan Unit Pelaksana Penelitian
Keberatan

Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP peja‘bat yang
bersangkutan. ‘ :

Diisi dengan jabatan tim peneliti.
Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP tim peneliti.
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B. FORMAT BERITA ACARA DALAM HAL WAJIB PAJAK HADIR TETAPI TIDAK
MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULLS:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA .
DIREKTORAT J ENDERAL PAJAK

----------------------------------------- (1)

BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIB PAJAK
TETAPI TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS

NOMOR : BA- tvveeeeeeceerenen, i (2)

Pada hari i «.oev.eeeeverssreeeenes (3) LANEEAL vl . (4), keami :

No NAMA /NIP | Pangkat/Golongan J abatan

(9) (6} (7) (8)
sesuai dengan Surat Tugas nomor ... T (9) tanggal ............ (10}, telah
melakukan penehtlan keberatan terhadap Wajib Pajak:
Nama PO (11)
NPWP e T U OT PO PSPPSR FUTUIPTOT (12)
atas: A .
Jenis Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan ... (13)
Nomor Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan ¥ @ ... {14)
Tanggal Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan ™ ... SRR (15)
Masa Pajak/Tahun Pajak " : S NI ¢ 1e))

serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada:

Wajib Pajak Wakil Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak
Nama TP PSPPI et aaas v (17)
NPWP o PPN SUUPUPTRPON (18)
JADALAINL v e (19)
- Alamat L ke h et r e enrbearaereeratat et iabab b bt (20)
yvang telah hadlr memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir
NOMOT .\ .cvvievnenne. (21) tanggal ..o, (22), namun Wajib Pajak tidak

memberikan keterangan tertulis. Wajib Pajak memberikan keterangan secara lisan
SEDAZAL DEITRILL touitiii ittt e e e e

R L R R R R I I I L R R R
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Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak Tetapi Tidak Memberikan Keterangan Tertulis
ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....................... ) eeerrennierennns (24)

Wajib Pajak/Wakilh/ Kuasa®) Tim Peneliti
OO PTR PP (28)

............................................ (25)

NIP ooovviineinnnen, fer e (29)
Mengetahui,
............................ rereieninnn. (26) ety e (28)
NIP oo (27) NIP. oot (29)
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA DALAM HAL WAJIB PAJAK HADIR TETAPI

Nomuor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)

- Nomor (14)
Nomor (15)

Nomor {16)

Keterangan *) :

Nomor (17)
Nomor (18)

Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor {22}
Nomor (23)

Nomor (24)
Nomor (25)
Nomor (26)

Nomor (27)

Nomor {28)
Nomor (29)

TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak.
Diisi dengan hari kehadiran Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal kehadiran Wajib Pajak.
Diisi dengan nomor urut. 7

Diisi dengan nama dan NIP tim peneliti.

Diisi dengan pangkat dan golongén tim peneliti.
Diisi dengan jabatan tim peneliti.

Diisi dengan nomor Surat Tugas. -

Diisi dengan tanggal Surat Tugas.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diist dengan jenis ketetapan pajak/pemotongan atau pémungutan '
seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan
Pasal 21, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Diisi dengan nomor Kketetapan pajak/pemotongan  atau
pemungutan.
Diisi dengan tanggal ketetapan - pajak/pemotongan atau

pemungutan.
Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

Diisi dengan nama Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajzb Pajak Wakil/Kuasa dari Wajib
Pajak.

Diisi dengan jabatan Wakil / Kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.

Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.

Diisi dengan keterangan Wajib Pajak apabila Wajib Pajak
memberikan keterangan secara lisarn.

Diisi dengan nama, tempat, dan tanggal pembuatan berzta acara.
Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.
Diisi dengan jabatan pimpinan Unit Pelaksana Penelitian
Keberatan. , : o

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
bersangkutan. '

Diisi dengan jabatan tim peneliti.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP tim peneliti. -
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C. FORMAT BERITA ACARA DALAM HAL WAJIB PAJAK HADIR DAN MEMBERIKAN
KETERANGAN TETAPI TIDAK BERSEDIA TANDA TANGAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SR e (1)

BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIB PAJAK
MEMBERIKAN KETERANGAN TETAPI TIDAK BERSEDIA TANDA TANGAN

NOMOR : BA- ovovvvvereererrnann, S (2)
Pada hari ini .............o.e. e, (3) tanggal ............ e (4), kami : R
No - NAMA/NIP Pangkat/Golongan ~Jabatan
(5) (6} (7) (8)
sesuail dengan Surat Tugas nomor ................ (9) tanggal ......... s (10), telah
melakukan penehtlan keberatan terhadap Wajib Pajak:
Nama L e [T (11)
NPWP PSPPSR PSPPTSUPRRRPN (12)
atas: _ _
Jenis Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan 9 ... (13)
Nomor Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan ™ @ . (14)
Tanggal Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan % @ ... {15)
Masa Pajak/Tahun Pajak e e (16)
serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada:
 Wajib Pajak Wakil Wajib Pajak | Kuasa Wajib Pajak
Nama e e (17)
NPWP S O P (18)
Jabatan .o, e (19)
Alamat PP (20)
yvang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir
NOIMOL evveeeenennnn. (21) tanggal ......cooiiiiiiiinnn (22), dan Wajib Pajak memberikan
keterangan tertulis dalam surathya NOmor ..o, (23) tanggal
............. freeene.(24)  dan/atau  keterangan secara lisan  sebagai . berikut
50000000 O OO PO OT TP SOOTO T PTO ORI (25),

namun Wajib Pajak tidak bersedla menandatangani Berita Acara Kehadiran.



" MENTER| KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak Memberikan Keterangan Tetapi Tidak Bersedia

Tanda Tangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa®)

............................................ (27)
Mengetahui,
............................................ (28)
NIP (o (29)

....................... reerireerenen (26)
Tim Peneliti
.......................................... (30)
NIP oo (31)
........................................... (30)
1) 8RR (31)
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA DALAM HAL WAJIB PAJAK HADIR DAN
MEMBERIKAN KETERANGAN TETAPI TIDAK BERSEDIA TANDA TANGAN

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4).
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor.(7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)

Nomor (14)
Nomor (19)

Nomor (16)

Keterangan *) :

Nomor (17)
Nomor (18)

Nomeor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor {22)
Nomor (23)
Nomor (24)
Nomor (25)

Nomor (26)
Nomor (27}
Nomor (2.8)

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak.
Diisi dengan hari kehadiran Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal kehadiran Wajib Pajak.
Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nama dan NIP tith peneliti,

Diisi dengan pangkat dan golongan tim peneliti.
Diisi dengan jabatan tim peneliti.

Diisi dengan nomor Surat Tugas.

Diisi dengan tanggal Surat Tugas.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan,
seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan
Pasal 21, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Diisi dengan nomor ketetapan pajak/pemotongan atau
pemungutan. ' '

Diisi dengan tanggal

ketetapan - pajak/pemotongan atau
pemungutan, .

Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

Diisi dengan nama Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wakil/Kuasa dari Wajib
Pajak.

Diisi dengan jabatan Wakil/Kuasa dari Wajib Paj ak.

Diisi dengan alamat Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.
Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.
Diisi. dengan nomor surat keterangan tertulis Wajib Pajak.
Diisi dengan tanggal surat keterangan tertulis Wajib Pajak.

Diisi dengan keterangan Wajib Pajak apabila Wajib Pajak
memberikan keterangan secara lisan.

Diisi dengan nama, tempat, dan tanggal pembuatari berita acara.
Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.

Diisi deilgan jabatan pimpinan Unit Pelaksana Penelitian
Keberatan. '

Q
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Nomor (29) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
bersangkutan.
Nomor {(30) : Diisi dengan jabatan tim peneliti.
Nomor (31} : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP tim peneliti.
Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BIRO UMUM ttd
- IR N
KEPALA ¥i AN T: U KE ENTERIAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO

B MU

NIP 19 O4Q\O 198402 100

7, \&
. R / @\




LAMPIRAN X!

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPURLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

“MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB. PAJAK DAN TIDAK
MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK
DAN TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS

NOMOR : BA- oo v, (2)

Pada hari ini .....cevvieivveiinnnennnnn, (3) tanggal ..oovvviieiin (4), kami ¢

No NAMA /NIP Pangkat/Golongan - Jabatan

(5) (6) (7) (8)
sesual dengan Surat Tugas NOMOL ..ivenenrennnnes (9} tanggal ............. (10}, telah
melakukan penehtlan keberatan terhadap Wajib Pajak:
Nama N (11)
NPWP ettt een et eea e et eaa i et e e e (12)
atas:
Jenis Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan®) ..., (13)
Nomor Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan®*} ..., PR (14)
Tanggal Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan®) @ .................... e (15)
Masa/Tahun*) Pajak : e s (16)
telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir 1910341 1e} ST .(17)
tanggal ....... PR (18) terhadap Wajib Pajak untuk memberikan keterangan

atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya, namun Wajib Pajak yang
bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan sebagaimana tercantum dalam.
Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut dan tidak memberikan keterangan
tertulis.
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“MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak Memberikan .Keterangan
Tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....................... s e (19)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa® ‘ Tim Peneliti
s (23)
....................................... (20)
: NIP. o eieeieeereaenieasaennne (24)
Mengetahui,
...................................... (21) vt (23)
NIP oo eeeer e et (22) NIP. oottt (24)
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" PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK DAN

Nomor (1)
Nomuor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)

Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (195)

Keterangan *}

Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)
Nomeor (19)
Nomor (20)
Nomor {21)

Nomor {22)

Nomor (23)
Nomor (24)

TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS

Diisi dengan kepala surat.
Diisi dengan nomor Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajalk.

Diisi dengan hari seharusnya Wajib Pajak hadir.

: Diisi de'ngan tanggal éeharusnya Wajib Pajak hadir.

Diisi dengan nomor urut.
Diisi dengan nama dan NIP tim peneliti,

Diisi dengan pangkat dan golongan tim peneliti,

. ‘Diisi dengan jabatan tim peneliti.

Diisi dengan nomor Surat Tugas.

Diisi dengan tanggal Surat Tugas.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan
seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan
Pasal 21, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Diisi dengan nomor ketetapan pajak/pemotongan atau
pemungutarn. '
Diisi dengan tanggal ketetapan pajak /pemotongan  atau

pemungutan.

: Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.

Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir. |

Diisi dengan nama tempat dan tanggai pembuatan. berita acara.
Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/ wakil /kuasa.

Diisi dengan jabatan pimpinan Unit Pelaksana Penelitian
Keberatan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang-
bersangkutan. ' '

Diisi dengan jabatan tim peneliti.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP tim peneliti.



°'l‘\/‘IENTERi KEUANGAN
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B. FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK DAN MEMBERIKAN
KETERANGAN TERTULIS: '

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

....... cernennns (1)

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK
DAN MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS

NOMOR : BA- ......... ST (2)

Pada hariini .........coooviiiiinninn, (3) tanggal .....oveieiii (4), kami

No NAMA /NIP Pangkat/Golongan Jabatan

(5) (6) (7 . (8)
sesuai dengan ‘Surat Tugas nomor .................. (9) tanggal ............ (10), telah
melakukan penelitian keberatan terhadap Wajib Pajak:
Nama SN PP PP (11)
NPWP e e ab e e et s r b enr s enrans (12)
atas:
Jenis Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan *)  : ......ccceeecvvreresienenaenrnennnen. (13)
Nomor Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan *) @ ... (14) .
Tanggal Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan *): ..o, (15)
Masa/Tahun?*) Pajak O (16)
telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor ...........ccooeveiinis (17)
tanggal ... (18) terhadap Wajib Pajak untuk memberikan keterangan

atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya, namun Wajib Pajak yang
bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan sebagaimana tercantum dalam
Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut dan memberikan keterangan tertulis
dalam surdt nomor ...........cevevennns (19) tanggal ...coovvivnniiennne. L(20).



“MENTER] KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tertulis ini
dibuat dengan scbenar-benarnya.

- L rereereerreeeean, s eereraeraiee (21)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa® Tim Peneliti
.......................................... (25)
........................................ (22)
: NIP. oo, (26)
Mengetahui,
....... eerieerernrrneenaeneenennes (23)
....................................... (25)
NIP oo, (24)
NIP i (26)
........................................ (25)
NIP...oveeeoeeeeeseeieeeercneeiens (26)
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“MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

" PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK DAN

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor (14)
Nomor (15)

Keterangan *}:

Nomor (16}
Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor {21)
Nomor (22)
Nomor (23)

(

Nomor (24)

Nomor (25}

: Diisi  dengan

: Diisi

MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS

: Diisi dengan kepala surat.

. Diisi dengan nomor Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak.
: Diisi dengan hari seharusnya Wajib Pajak hadir.

: Diisi dengan tanggal seharusnya Wajib Pajalk hadir.
: Diisi dengan nomor urut.

: Diisi dengan nama dan NIP tim peneliti.

. Diisi dengan pangkat dan golongan tim peneliti.

. Diisi dengan jabatan tim peneliti.

: Diisi dengan nomor Surat Tugas.

: Diisi dengan tanggal Surat Tugas.

: Diisi dengan nama Waijib Pajak.

: Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

- Diisi dengan jenis ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan

seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan
Pasal 21, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

. Diisi dengan nomor ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan,

tanggal ketetapan pajak/pemotongan  atau

pemungutan.

Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

. Diisi d'engari Masa Pajak atau Tahun Pajak.
. Diisi dengém nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.

: Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.

: Diisi dengan nomor surat keterangan Wajib Pajak.

. Diisi dengan tanggal surat keterangan Wajib Paj ak. _ |

: Diisi dengan nama tempat dan tanggal pembuatan berita acara.
. Diisi dengan nama dan tanda tangah Waljib Pajak/wakil/kuasa.

. Diisi dengan jabatan pimpinan Unit Pelaksana Penelitian Keberatan.

dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

bersanglkutan.

: Diisi dengan jabatan tim peneliti.
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Nomor (26) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP tim peneliti.

. . : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM ttd.
UL, e =i

paf3 N

SGRE e D ~
KEFPALA, fﬁ’ ANT.U. KEMENTERIAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO
i Y

'-.;!- “.

Bine UME j
;‘ 3
02300;

P




LAMPIRAN XII

PERATURAN MENTIER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

HV&H

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK PAJAK PENGHASILAN
BADAN DAN ORANG PRIBADI:

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

PERTAMA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ...oovevvereerenn, (1)

TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS ....cccocvrvn...... (2)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

a. bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas

nama........ (3) nomor ....... (4} tanggal....... (5) yang diterima....... (6)
tanggal....... (7) berdasarkan LPAD nomor........ (8) tanggal ......... (9)
tentang....... (10) atas ........ {11} nomor ....... (12) tanggal ....... (13)
Tahun Pajak ........ (14); :

b. bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan nomor
........... (15) tanggal ............(16); '

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf ‘b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Keberatan Wajib Pajak atas

2. e, (19);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....9../PMK.03/ 2013 tentang
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;

S T PP (20);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATAN
WAJIB PAJAK ATAS ......... (21).

1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak (22)
keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor............... (23) tanggal
............. (24).

2. Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah (25) jumlah pajak
yang masih harus dibayar/jumlah pajak yang lebih dibayar dalam

.......... (26) nomor.........(27) tanggal.........(28) Tahun - Pajak
............ (29). - '

atas:

Wajib Pajak TN SUUTPTR (30)

NPWP e (31)

Alamat P (32)
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Dengan perincian sebagai berikut :

-Uraian

Semula
(Rp)

Ditambah/
(Dikurangi)
(Rp)

Menjadi
(Rp)

(33)

(34)

(35)

. Penghasilan Netto -

. Kompensasi Kerugian

. Penghasilan Kena Pajak

oo ot |m

. Pajak Penghasilan (PPh)
Terutang

. Kredit Pajak

PPh Kurang/(Lebih) Bayar

. Sanksi Administrasi

e || o

.Jumlah PPh yang masih -

harus/(lebih) dibayar .

Perhitungan PPh yang masih harus dilunasi karena terdapat pajak yang
seharusnya tidak dikembalikan: (36)

Jumlah PPh vang masih harus/(lebih) dibayar {37)
Jumlah lebih bayar PPh berdasarkan SKPLB (38)
Jumlah PPh yang masih harus dilunasi {39)

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

.................... e (41)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
...................................... ,(42)
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK PAJAK

Nomeor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6}

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)
Norhor (12)
Nomor (13}
Nomor (14)
Nomor {15}
Nomor (16)
“Nomor {17}

Nomor (18)

Nomor (19)

Nomor (20).

Nomor (21)

Nomor (22)
Nomor (23}
Nomor (24)
Nomor (25}
Nomor (26)

Nomor (27)

PENGHASILAN BADAN DAN ORANG PRIBADI
Diisi dengan nomor Keputusan.
Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan.
Diist dengan nama Wajib Pajak.
Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.
Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.
Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima Surat
Keberatan Wajib Pajak.
Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan
Pajak.

. Diisi dengan nomor LPAD.

Diisi dengan tanggal LPAD,

Diisi dengan keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan.

Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan keberatan.

Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan keberatan.

Diisi dengan Tahun Pajak yang diajukan keberatan.

Diisi dengan Nomor Laporan Penelitian Keberatan.

Diisi dengan tanggal Laporan Penelitian Keberatan.

Diisi dengan jenis -~ ketetapan pajak vyang diajukan keberatan
sebagaimana Nomor (2).

Diisi dengan “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara

. Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana .telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999)”.

Diisi dengan: “Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4893)”.

Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan
Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat -Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Diisi dengan jenis - ketetapan pajak yang diajukan keberatan
sebagaimana Nomor (2).

Diisi dengan salah satu yang sesuai.

Diisi dengan nomor surat keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal surat keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan salah satu yang sesuai.

Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang d1aJukan keberatan
sebagaimana Nomor (11}.

Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan keberatan

" sebagaimana Nomor (12}.

Q



Nomor (28)
Nomor (29}

Nomor (30)
Nomor (31)
Nomor (32)
Nomor (33}
Nomor (34)

Nomor (35)
Nomor (36)

Nomor (37)

Nomor (38)

Nomor (39)

Nomor (40)
Nomor (41)

Nomor (42)
Nomor (42)

;. Perhitungan dalam Nomor {37), (38),

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

g

Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan keberatan
sebagaimana Nomor (13).

Diisi dengan Tahun Pajak yang diajukan keberatan sebagaimana
Nomor (14).

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan
pajak.

Diisi dengan jumlah koreksi sesuai dengan hasil penelitian
keberatan.

Diisi dengan jumlah sesuai dengan keputusan keberatan.

dan (39} diisi dalam hal
keberatan diajukan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan
Surat Keputusan Keberatan mengakibatkan terdapat jumlah pajak
yvang seharusnya tidak dikembalikan.

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus / (lebih)
dibayar sesuai dengan keputusan keberatan (jumlah pada baris h
kolom 35).

Diisi dengan jumlah lebih bayar Pajak Penghasilan berdasarkan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan.

Diisi dengan hasil perhitungan Nomor (37) ditambah Nomor (38).

Contoh 1;
Diterbitkan = SKPLB Rp100.000.000,00 dan telah dikembalikan.

Berdasarkan keputusan keberatan, jumlah lebih bayar menjadi
sebesar Rp30.000.000, maka perhitungan PPh yang masih harus
dilunasi karena terdapat pajak yang seharusnya tidak dikembalikan
adalah sebagai berikut:

Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar
PPh yang telah dikembalikan -

Jumlah-PPh yang masih harus dilunasi

(Rp30.000.000,00)
Rp100.000.000,00
Rp70.000.000,00

Contoh 2:
Diterbitkan SKPLB Rpl00.000.000,00 dan telah dikembalikan.

.Berdasarkan keputusan keberatan, jumlah PPh yang masih harus

dibayar menjadi. sebesar Rp80.000.000, maka perhitungan PPh yang
masih harus dilunasi karena terdapat pajak yang seharusnya tidak
dikembalikan adalah sebagai berikut:

Jumlah PPh yang masih harus/({lebih) dibayar
PPh yang telah dikembalikan

Jumlah PPh yang masih harus dilunasi

Rp80.000.000,00
Rp100.000.000,00
Rp180.000.000,00

Diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan Surat Keputusan
Keberatan.

Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Keputusan Keberatan
diterbitkan.

Diisi dengan jabatan pimpinan unit pelaksana penehtlan Keberatan.
Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pimpinan unit pelaksana
penelitian Keberatan.

Q.
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B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK PAJAK PENGHASILAN
PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- .....ocvoirveeveeennn. (1)

TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS ....ooovvvvenne. (2)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas
nama........ (3) nomor ....... (4} tanggal....... (8) yang diterima....... (6)
tanggal....... (7} berdasarkan LPAD nomor........ (8) tanggal ......... 9)
tentang....... (10) atas ........ {11) nomor ....... (12) tanggal ....... {13)
Masa/Tahun*) Pajak ........ (14);
b. bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan nomor
........... (15) tanggal ............(16);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d1rnaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Keberatan Wajib Pajak atas
.............................. (17);

Mengingat S T TP TP (18);
D (19);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....9../PMK.03/ 2013 tentang
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;

D (20);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATAN
WAJIB PAJAK ATAS ......... (21).
PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak (22)
keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor............... (23) tanggal
............. (24)

2. Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah (25) jumlah. pajak
yang masih harus dibayar/jumlah pajak yang lebih dibayar dalam

.......... (26) nomor.........(27) tanggal.........{28) Masa/Tahun*) Pajak
............ (29)

atas: ,

Wajib Pajak e (30)

NPWP D e e (31)

Alamat O (32)
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Dengan perincian sebagai berikut ;

Semula Ditambah/ |Menjadi

Uraian (Rp) (Dikurangi) | (Rp)
‘ | ' (Rp)
| (33 (34) (25]
a. Dasar Péngenaan Pajak
b. Pajak Penghasilan (PPh)
Terutang '
c. Kredit Pajak
.d. Kompensasi Masa/Tahun*)
Pajak sebelumnya
e. PPh Kurang/(Lebih) Bayar
f. Sanksi Administrasi
g. Jumlah PPh vyang masih
harus/(lebih) dibayar
KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

Lo oo,
2o e,
3. e, dst (36)
..................................... (37)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
................................. ey (38)
........................................ (39)
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK PAJAK

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)

Nomor (18)

Nomor (19)

Nomor (20)

Nomor {21}

Nomor (22)
Nomor (23)
Nomor (24)
Nomor (23)
Nomor (26)

Nomor (27)

PENGHASILAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN

Diisi dengan nomor Keputusan.

Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang d1ajukan keberatan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima Surat
Keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal surat Wa_}lb Pajak diterima di- Kantor
Pelayanan Pajak.

Diisi dengan nomor LPAD.

Diisi dengan tanggal LPAD.

Diisi dengan keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang d1a3ukar1 keberatan

Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan keberatan.

Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan keberatan.
Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diajukan keberatan

Diisi dengan nomor Laporan Penelitian Keberatan.

Diisi dengan tanggal Laporan Penelitian Keberatan.

Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan
sebagaimana Nomor (2).

Diisi dengan “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik- Indonesia Nomor 3262} sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor, 16
Tahun 2009, {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999)”.

Diisi dengan: “Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lémbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4893)”.

Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada -Para
Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan
sebagaimana Nomor (2).

Diisi dengan salah satu yang sesuai.

Diisi dengan nomor surat keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal surat keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan salah satu yang sesuai.

Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan. keberatan
sebagaimana Nomor (11).

Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang dlajukan keberatan
sebagaimana Nomor (12). . o



Nomor {28}
Nomor {29)
Nomor (30)
Nomor (31)
Nomor (32)
Nomor (33)
Nomor (34}

Nomor (39)
Nomor {36)

Nomor (37)
Nomor (38}

Nomor (39)

Keterangan *)
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Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan -keberatan
sebagaimana Nomor (13).

Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diajukan
sebagaimana Nomor (14).

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam ketetapan
pajak atau pemotongan/pemungutan.

Diisi dengan jumlah koreksi sesuai dengan hasil penelitian
keberatan.

Diisi dengan jumlah sesuai dengan keputusan keberatan.

Diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan Surat Keputusan
Keberatan. ' ' '
Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Keputusan Keberatan
diterbitkan. '

Diisi dengan jabatan pimpinan unit pelaksana penelitian

keberatan

- Keberatan.

Diisi dengan tanda tangan, nama,
pelaksana penelitian Keberatan.
Diisi dengan salah satu yang sesuai.

dan NIP pimpinan unit
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- C. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH:

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

PERTAMA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR KEP- ......ccoovviiinnnn, (1)
TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS ..ooveeeeeenn (2)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

a. bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas
nama........ (3} nomor ....... (4) tanggal....... (53) yang diterima....... (6)
tanggal....... (7) berdasarkan -LPAD nomor........ (8) tanggal ......... 9)
tentang....... (10) atas ........ (11) nomor ....... (12) tanggal ....... (13)
Masa Pajak ........ (14});

b. bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan nomor
........... (15) tanggal ............(16);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Keberatan Wajib Pajak atas
.......................... (17);

2. e, (19);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....9../PMK.03/ 2013 tentang
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;

TP (20);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATAN
WAJIB PAJAK ATAS ......... (21).

1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak (22)
keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor............... (23) tanggal
............. (24).

2. Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah (25) jumiah. pajak
yang masih harus dibayar/jumlah pajak yang lebih dibayar dalam

.......... (26) nomor......(27) tanggal.........(28) Masa Pajak .........(29).
atas: :
Wajib Pajak L e (30)
NPWP STTTURRUURRSR (31)
Alamat TP U OB (32)
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Dengan perincian sebagai berikut :

harus/ (lebih) dibayar

Semula Ditambah/ |Menjadi
Uraian (Rp) (Dikurangi) | (Rp)
(Rp) -
: (33) (34) (39)
. a. PPN/PPnBM>)
Kurang/(Lebih) Bayar
b. Sanksi Bunga
c. Sanksi Kenaikan
d. Jumlah Pajak yang masih

Perhitungan PPN/PPnBM?*) yang masih harus dilunasi karena ter

ajak yang seharusnya tidak dikembalikan : (36)

dapat

Jumlah PPN/PPnBM*) yang masih harus/(lebih) dibayar {37)
PPN/PPnBM?*) yang telah dikembalikan | (38)
Jumlah PPN/PPnBM*) yvang masih harus dilunasi (39)

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur J enderal ini disampaikan kepada:

.................... e (41)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
e, ; (42)
........................................ (43)
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK PAJAK
PERTAMBABEAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Nomor (1)
Nomor (2}
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor {6)

Nomor (14)
Nomor (15)
" Nomor (16)
Nomor (17)

Nomor (18)
Nomor (19)

Nomor (20)

Nomor (2 1)

Nomor (22)
Nomor (23)
Nomor (24)
Nomor (25)
Nomor (26)

Diisi dengan nomor Keputusan.

Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak. yang menerima Surat
Keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor
Pelayanan Pajak.

Diisi dengan nomor LPAD.

Diisi dengan tanggal LPAD.

Diisi dengan keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. -
Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan keberatan.
Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan keberatan.
Diisi dengan Masa Pajak yang diajukan keberatan.

Diisi dengan nomor Laporan Penelitian Keberatan.

Diisi dengan tanggal Laporan Penelitian Keberatan.

Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang d1ajukan keberatan
sebagaimana Nomor (2).

Diisi dengan “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999)”.

Diisi dengan “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5069)”.

Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para
Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang d1a3ukan keberatan
sebagaimana Nomor {2).

Diisi dengan salah satu yang sesual.

Diisi dengan nomor surat keberatan Wajib Pajak.

Diisi derigan tanggal surat keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan salah satu yang sesuai.

Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan
sebagaimana Nomor (11). :

O.



Nomor (27)
Nomor {28}

Nomor (29)

Nomor (34}

Nomor (35)
Nomor (36)

Nomor (37)
Nomor (38)

Nomor (39}

&
Nomor (40)

Nomor (41}
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Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan keberatan
sebagaimana Nomor (12).

Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan keberatan
sebagaimana Nomor (13). _

Diisi dengan Masa Pajak yang diajukan keberatan secbhagaimana
Nomor (14). , '

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak. : :
Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam ketetapan
pajak. - .

Diisi dengan jumlah koreksi sesuai dengan hasil penelitian
keberatan. : '

Diisi dengan jumlah sesuai dengan keputusan keberatan.
Perhitungan dalam Nomor (37), (38), dan (39) diisi dalam hal
keberatan diajukan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan
Surat Keputusan Keberatan mengakibatkan terdapat jumlah
pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan
atas Barang Mewah*) yang masih harus/(lebih) dibayar sesuai
dengan keputusan keberatan (jumlah pada baris d kolom. 35).

Diisi dengan jumlah lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai/Pajak
Penjualan atas Barang Mewah*) berdasarkan Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan. '
Diisi dengan hasil perhitungan Nomor (37) ditambah Nomor (38).

Contoh 1: :
Diterbitkan SKPLB Rpl00.000.000,00 dan telah dikembalikan.
Berdasarkan keputusan keberatan, jumlah lebih bayar menjadi
sebesar Rp30.000.000, maka perhitungan PPN/PPnBM yang
masih harus dilunasi karena terdapat pajak yang seharusnya
tidak dikembalikan adalah sebagai berikut: _

Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar (Rp30.000.000,00)
PPN yang telah dikembalikan ' Rp100.000.000,00
Jumlah PPN yang masih harus dilunasi Rp70.000.000,00

Contoh 2:

Diterbitkan SKPLB Rpl100.000.000,00 dan telah dikembalikan.
Berdasarkan keputusan keberatan, jumlah PPN yang masih harus
dibayar menjadi sebesar Rp80.000.000, maka perhitungan. PPN
yang masih harus dilunasi karena terdapat pajak yang
scharusnya tidak dikembalikan adalah sebagai berikut:

Jumlah PPN yang masih harus/(lebih} dibayar Rp80.000.000,00
PPN yang telah dikembalikan Rp100.000.000,00
Jumlah PPN yang masih harus dilunasi Rp180.000.000,00

Diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan Surat Keputusan
Keberatan. : _ ;
Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Keputusan Keberatan

diterbitkan. ’

Q.



Y
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Nomor {42) : Diisi dengan jabatan pimpinan unit pelaksana penelitian
- Keberatan. :

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pimpinan unit
~ pelaksana penelitian Keberatan.
Diisi dengan salah satu yang sesuai.

Nomor (43)

Keterangan *)



el
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- .D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN ' KEBERATAN UNTUK PEMOTONGAN ATAU
PEMUNGUTAN OLEH PIHAK KETIGA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

PERTAMA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ....ooovvvvoeinn, (1)

TENTANG

KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS ..oovovoeenn (2)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

a. bahwa Dberdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas
nama........ (3) nomor ....... (4) tanggal....... {5) yang diterima.......(6)
tanggal....... {7) berdasarkan LPAD nomor........ (8) tanggal ......... (9)
tentang....... (10) atas ........ (11) nomor ....... (12) tanggal ....... {13}
Masa/Tahun®) Pajak ........ (14); :

b. bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan nomor
........... (15) tanggal ............(16); :

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal ~ Pajak  tentang Keberatan  Wajib Pajak  atas
............................... (17);

L (18);

2 (19);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...9.../ PMK.03/2013 tentang
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;

D {20);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATAN

WAJIB PAJAK ATAS ......... (21). _

1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak (22)

- keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor............... (23} tanggal
............. (24).

2. Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah (25) jumlah . pajak
yang dipotong/dipungut dalam .......... (26) nomor......... (27)
tanggal.........(28) Masa/Tahun*) Pajak ............ (29). .

atas: ‘

Wajib Pajak PP (30)

NPWP ST (31)

Alamat D . (32)
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Dengan perincian sebagai berikut : :
Semula Ditambah/ | Menjadi
‘Uraian (Rp) {Dikurangi) (Rp)
| (Rp)
(33) (34)

a. Dasar Pengenaan Pajak

(35)

b. Tarif (%)

¢. Jumlah Pajak yang

dipotong/dipungut

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1o e,
2 e,
3 e, dst (36)
....................  ereeeeenreenens (37)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
......................................... . (38)
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK PEMOTONGAN

Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3}
Nomor (4}
Nomor (9)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
"Nomuor {13)
Nomor (14)
Nomor (15}
Nomor (16)
Nomor (17)

Nomor (18)

Nomor (19).

ATAU PEMUNGUTAN OLEH PIHAK KETIGA

Diisi dengan nomor Keputusan.

Diisi dengan jenis bukt1 pemotongan atau pemungutan pajak yang

diajukan keberatan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima Surat

Keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor

Pelayanan Pajak. ' '

Diisi dengan nomor LPAD.

Diist dengan tanggal LPAD.

Diisi dengan keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis bukti pemotongan atau pemungutan pajak yang

diajukan keberatan.

Diisi dengan nomor bukti pemotongan atau pemungutan pajak

yvang diajukan keberatan.,

Diisi dengan tanggal bukti pemotongan atau pemungutan pajak

yang diajukan keberatan.

Diisi dengan Masa/Tahun Pajak pemotongan atau pemungutan

pajak yang diajukan keberatan.

Diisi dengan Nomor Laporan Penelitian Keberatan.

Diisi dengan tanggal Laporan Penelitian Keberatan.

Diisi dengan jenis bukti pemotongan atau pemungutan pajak yang

digjukan keberatan sebagaimana Nomor (2). .

Diisi dengan “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4999)”.

Pilih salah satu.

a. Dalam hal Pajak Penghasilan diisi dengan: “Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263} sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4893)”. :



Nomor (20)

Nomor (21)
Nomor (22)
Nomor (23)
Nomor {24}
Nomor (25)
Nomor (26)
Nomor (27)
Nomor (28)

Nomor (29)

Keterangan?*)

Nomor (30)
Nomor {31)
Nomor (32)
Nomor (33)
Nomor (34)

Nomor (35)
Nomor (36)

Nomor (37)

Nomor (38)
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b. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah diisi dengan “Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5069)”,

Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang

Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para

Pejabat Di Llngkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan

sebagaimana Nomor 2).

Diisi dengan salah satu yang sesuali. .

Diisi dengan nomor surat keberatan Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal surat keberatan Wa;xb Paj ak

Diisi dengan salah satu yang sesuai.

Diisi dengan jenis bukti pemotongan atau pemungutan pajak yang

diajukan keberatan sebagaimana Nomor (11).

Diisi dengan nomor bukti pemotongan atau pemungutan pajak

yang diajukan keberatan sebagaimana Nomor (12).

Diisi dengan tanggal bukti pemotongan atau pemungutan pajak

yang diajukan keberatan sebagaimana Nomor (13).

Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diajukan keberatan

sebagaimana Nomor (14).

Diisi dengan salah satu yang sesuai.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajalk.

Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam bukti

pemotongan atau pemungutan pajak. ,

Diisi dengan jumlah koreksi sesuai dengan hasil penelitian

keberatan.

Diisi dengan jumlah sesuai dengan keputusan keberatan.

: Diist dengan pihak-pihak yang diberikan salinan Surat Keputusan

Keberatan.

Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Keputusan Keberatan
diterbitkan. :

Diisi dengan jabatan pimpinan unit pelaksana penelitian Keberatan
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Nomor (39) . Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pimpinan unit
pelaksana penelitian Keberatan.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRO UMUM ttd
W Dmrmermmm, .

AGIANT; AGUS D.W. MARTOWARDOJO

S BIRO UL
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NIP 19500F20TI84021 00/
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